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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah 

secara signifikan mempengaruhi proses transaksi jual beli. Perubahan ini 

terlihat dari pergeseran dari transaksi fisik langsung ke transaksi online 

melalui platform e-commerce, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi. E-

commerce memfasilitasi transaksi jual beli dengan menghubungkan 

perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui jaringan internet, 

memungkinkan pembelian barang dan jasa secara digital. Transaksi dengan 

menggunakan media online atau yang kadang disebut dengan perdagangan 

elektronik (e-commerce). Transaksi perdagangan, atau pembelian dan 

penjualan elektronik apa pun melalui internet, disebut sebagai e-commerce.1  

Selain e-commerce, teknologi terbaru seperti metaverse juga mulai 

mempengaruhi cara orang berinteraksi dan melakukan transaksi. Dengan 

semua perubahan ini, transaksi jual beli kini melibatkan berbagai peristiwa 

hukum kompleks, Menurut Soeroso, proses jual beli melibatkan banyak 

peristiwa hukum, antara lain negosiasi, penyerahan produk, dan penerimaan 

 
1 Manap Solihat dan Denda Sandika, E-commerce di Industri 4.0, Jurnal Ilmiah Bisnis Dan 

Ekonomi Asia, Vol. 16, No. 2, 2022, hlm. 275. 
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barang. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan suatu peristiwa 

hukum yang majemuk, artinya terjadi banyak peristiwa hukum di dalamnya.2 

Metaverse merupakan suatu ruang virtual hasil penggabungan dunia nyata 

dan digital yang dipopulerkan oleh CEO Facebook yakni Mark Zuckerberg 

yang mengubah nama perusahaannya menjadi META. Menariknya pada 

metaverse ini, disajikan sosok avatar yang mewakilkan aktivitas keseharian 

seperti melihat konser, melakukan sebuah transaksi jual beli lahan virtual, 

rumah virtual dan aset lainnya yang berbentuk tiga dimensi. Melalui 

metaverse Mark Zuckerberg fokus menciptakan dunia tiga dimensi yang 

menggabungkan teknologi Virtual Reality (VR) dengan Augmented Reality 

(AR). Sebenarnya, Terminologi "metaverse" bukanlah hal yang baru di dunia. 

Stephenson adalah orang yang pertama kali menggunakan frasa ini. Ia 

memperkenalkan konsep dunia virtual yang saling terhubung dalam bukunya 

yang berjudul "Snow Crash". Ia menyebut ruang hidup digital sebagai "dunia 

metaverse." Dalam tiga puluh tahun setelah Stephenson pertama kali 

mengajukan teori ini, terjadi pergeseran luar biasa menuju era teknologi 

virtual pada zaman ini, untuk mengakses ruang metaverse haruslah 

menggunakan kacamata Virtual Reality seperti Playstation VR.3  

Menurut Ii Supiandi mengutip pernyataan Mark Zuckerberg bahwa 

metaverse akan membentuk peradaban baru di masa depan. Ia mendefinisikan 

 
2 Raharjo Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 252-253. 
3 Rifka Asri Ulfita, “Pembelian Lahan Virtual Pada Platform Metaverse Menggunakan 

Mata Uang Kripto Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 

2024, hlm. 12. 
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metaverse sebagai lingkungan virtual yang dapat dieksplorasi secara real time 

dengan menggunakan avatar yang telah dibuat menyerupai pemilik aslinya, 

jika selama ini keberadaan manusia di media sosial hanya berupa tampilan 

layar namun sekarang dapat melakukan aktivitas seperti melihat konser, 

melakukan sebuah transaksi jual beli lahan virtual, rumah virtual dan aset 

lainnya yang berbentuk tiga dimensi.4 

Istilah "meta," yang menunjukkan transendensi atau virtualitas, dan 

"Universe," yang menunjukkan makna dunia, merupakan akar dari frasa 

"metaverse." Agar metaverse dapat dipahami sebagai realitas virtual yang ada 

di luar realitas, alam semesta dalam metaverse ini merujuk pada bumi digital 

sebagai dunia baru yang disampaikan melalui media digital.5 Metaverse telah 

menyiapkan banyak sekali pengaturan dan elemen bermanfaat lainnya dalam 

lingkungan virtual ini. Hal ini terlihat dari inisiatif Mark dalam meluncurkan 

Meta, yang bekerja sama dengan beberapa platform (Facebook, Instagram, 

dan WhatsApp). Nantinya, pengguna platform ini akan dapat menikmati 

sejumlah keuntungan. Kenyamanan ini melampaui aktivitas kehidupan 

sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, belajar, menghadiri seminar, talk 

show, pameran, berbelanja, dan sebagainya. Kenyamanan ini juga mencakup 

sektor investasi digital, yang dibangun di atas lahan virtual yang dapat dibeli 

dan disimpan sebagai aset di masa mendatang.6 Terlepas dari apakah aktivitas 

 
4 Ibid. 
5 Kye, B., Han, N., Kim, E., Park, Y., & Jo, S..,” Educational Applications of Metaverse: 

Possibilities and Limitations,” Journal of Educational Evaluation for Health Professions, Vol. 18, 

No. 32, 2021, hlm 1-2. 
6 Ibid., hlm, 3. 
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ini berdampak pada kehidupan dunia nyata atau tidak, Pengguna metaverse 

dapat menggunakan avatar yang berbeda yang dimiliki untuk terlibat dalam 

berbagai aktivitas, termasuk jual beli. Jual beli Virtual property merupakan 

salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pengguna Metaverse dengan 

menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. 

Mata uang kripto adalah uang digital yang diciptakan melalui kriptografi 

dengan algoritma kompleks yang saling terhubung pada rantai blok yang 

disebut sebagai blockchain. Karena mata uang kripto bersifat 

terdesentralisasi, ia berbeda dari sistem keuangan terpusat seperti sistem 

perbankan saat ini dan mata uang digital "tradisional".7 Mata uang Kripto di 

Indonesia dianggap tidak sah sebagai alat pembayaran dikarenakan telah 

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang dan  Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang 

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Salah satu bentuk kemajuan dalam hukum benda yang ada di dunia maya 

melalui koneksi internet adalah Virtual property, virtual dalam bahasa 

Indonesia mengacu pada sesuatu yang tidak nyata atau maya, sedangkan 

property mengacu pada benda. Hal ini mengarah pada definisi yang lugas 

tentang virtual property, yaitu benda yang bersifat maya atau tidak nyata. 

virtual property secara definisi adalah kode yang dibangun di dunia maya 

 
7 Rohman, M. Najibur. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto 

Cryptocurrency di Indonesia”, Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 4. 
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dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet, yang dibentuk dengan 

cara yang dianggap sama dengan benda – benda di dunia nyata. Hingga saat 

ini, belum ada definisi hukum tentang virtual property, namun virtual 

property merupakan bentuk "ruang" di dunia maya mengacu pada konsep 

yang unik: persaingan, atau karakter "spasial" dari, berbagai sumber daya 

daring, termasuk nama domain, alamat email, dunia virtual, URL, dan banyak 

lagi. Virtual property mempunyai tiga sifat yakni, eksklusif, tetap dan saling 

berhubungan. Charles Blazer menambahkan bahwa ada dua lagi sifat dari 

virtual property, yakni, Pasar Sekunder dan Nilai tambah oleh pengguna.8 

Virtual property dapat dikelompokkan sebagai bagian dari benda karena 

telah memenuhi unsur – unsur benda yakni; merupakan sebuah barang atau 

suatu hak dan bisa dimiliki sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdata, oleh 

karenanya virtual property dapat digolongkan sebagai benda. Seseorang dapat 

mengalihkan kepemilikan atas virtual property kepada pihak lain jika mereka 

memilikinya sebagai dasar hak mereka melalui perjanjian jual beli antara 

individu dengan individu lain atau dengan penyedia jasa layanan platform. 

Perjanjian jual beli adalah salah satu cara pengalihan atau pemindahan virtual 

property.9 

 
8 Muhammad Ilham Rangga P, Efriyanto dan Anne Gunawati, Keabsahan Perjanjian Jual 

Beli Virtual Property Dalam Game Online Dan Akibat Hukum Dari Anonimitas Dalam Perjanjian 

Jual Beli Virtual Property Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Galuh 

Justisi, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 34. 
9 Febriella Martinez Sitorus, Muhamad Amirulloh, & Etty Haryati Djukardi, Status Hak 

Kebendaan Atas Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para 

Pemain Dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Cyber Law Indonesia. 

Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No.1, 2022, hlm 110. 
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Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu 

orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih 

berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata. Namun, Sudikno Mertokusumo 

berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam KUHPerdata terlalu kabur dan 

luas.10 Ia berpendapat bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum, bukan 

perbuatan hukum. Lebih lanjut, ia mempersoalkan definisi perjanjian dalam 

KUHPerdata karena menyatakan bahwa para pihak mengikatkan diri kepada 

satu sama lain, bukan satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. 

Perjanjian jual beli didefinisikan lebih lanjut dalam Pasal 1457 

KUHPerdata sebagai suatu kesepakatan di mana satu pihak setuju untuk 

menyediakan suatu barang dan pihak lain membayar sejumlah uang yang 

telah disepakati. Perjanjian jual beli dijelaskan oleh Titik Triwulan Tutik, 

M.H. sebagai suatu kontrak di mana satu pihak setuju untuk menyediakan 

suatu barang dan pihak lain membayar sejumlah uang yang telah disepakati.11 

Subjek dan objek merupakan komponen penting dari setiap perjanjian. 

Penjual dan pembeli, yang masing-masing berperan sebagai kreditur dan 

debitur, merupakan subjek dari perjanjian jual beli. Sebaliknya, objek dari 

perjanjian Jual beli adalah Prestasi, Prestasi merupakan pelaksanaan dari isi 

perjanjian jual beli yang telah disepakati para pihak.12 Menurut Pasal 1234 

 
10 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, 2016, hlm. 153. 
11 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 

2008, hlm. 230. 
12 Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press, Lhokseumawe, 2013, hlm. 7. 
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KUHPerdata mengenai wujud Prestasi ada tiga yakni: (1) Memberikan 

Sesuatu (2) Melaksanakan Sesuatu atau (3) Tidak berbuat sesuatu. 

Pasal 1320 KUHPerdata memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 

suatu perjanjian dianggap sah, yaitu: Adanya kesepakatan, cakap hukum 

untuk membuat perjanjian, objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat-

syarat subjektif seperti kesepakatan dan cakap hukum untuk membuat 

perjanjian bila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

Sementara syarat-syarat objektif, seperti Objek tertentu dan Suatu sebab yang 

halal, bila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 

Meskipun belum ada ketentuan khusus dalam hukum Indonesia, kesahan 

perjanjian jual beli virtual property wajib memenuhi syarat sah perjanjian 

yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.  

Pengaturan terhadap perjanjian jual beli Virtual property di Metaverse 

belum diatur di Indonesia, padahal hal ini sangat penting terutama dalam 

penanganan suatu kasus seperti pada kasus penjualan maps Alun-alun 

Yogyakarta di Metaverse yang dibanderol 1,4 USDT atau dalam mata uang 

Kripto. Walaupun hal ini tidak berpengaruh di dunia nyata namun ditakutkan 

di kemudian hari dapat menjadi masalah apabila tidak diatur mengenai jual 

beli Virtual property tersebut.13 

Munculnya Virtual property menimbulkan sejumlah masalah dalam 

pengaturan hukumnya. Salah satu masalahnya adalah terjadinya jual beli yang 

 
13 M. Ikhsan, Pakar Respons Alun-alun Yogyakarta Dijual Virtual Jadi Lahan Metaverse, 

(https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220105213113-185-743105/pakar-respons-alun-alun-

yogyakarta-dijual-virtual-jadi-lahan-metaverse), Diakses pada tanggal 05 September 2024 pukul 

22.30 WIB. 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220105213113-185-743105/pakar-respons-alun-alun-yogyakarta-dijual-virtual-jadi-lahan-metaverse
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220105213113-185-743105/pakar-respons-alun-alun-yogyakarta-dijual-virtual-jadi-lahan-metaverse
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seakan benda tersebut nyata padahal, objek benda virtual property di 

metaverse yang diperjualbelikan adalah barang virtual yang hanya dapat 

diakses melalui internet, dan tidak ada bentuk fisik. Jual beli juga umumnya 

dijual dengan harga dalam alat pembayaran yang sah. Sementara itu, harga 

dalam transaksi jual beli virtual property berbentuk cryptocurrency, 

sedangkan di Indonesia alat pembayaran yang sah hanya Rupiah.14 

Meskipun Virtual property banyak peminatnya, namun di Indonesia 

belum ada pengaturan hukum secara khusus mengenai virtual property. 

Kerangka hukum saat ini juga dianggap tidak memadai untuk mengatasi 

berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan virtual property. 

Berdasarkan permasalahan diatas Peneliti tertarik untuk melakukan 

pembahasan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “KESAHAN 

PERJANJIAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY DI METAVERSE 

BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas terdapat 

beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Objek Virtual Property dalam 

Sistematika Hukum Benda di Indonesia? 

 
14 Muhammad S. Ramadhan, Theta Murty, Adrian Nugraha, dan Muh. Zainul Arifin, 

Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi, Rechtidee, Vol. 16, No.2, 

2021, hlm. 253. 
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2. Bagaimana Kesahan Perjanjian Jual Beli Virtual Property di 

Metaverse yang Menggunakan Alat Pembayaran Cryptocurrency di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:   

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Objek 

Virtual property dalam Sistematika Hukum Benda di Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kesahan Perjanjian Jual Beli 

Virtual property di Metaverse yang menggunakan alat pembayaran 

cryptocurrency di Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini hendaknya memberikan kontribusi positif bagi ilmu 

pengetahuan tentang hukum perdata pada umumnya dan secara khusus 

mengenai hukum perjanjian dalam jual beli Virtual property di Metaverse. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli Virtual property di 

Metaverse. 

b. Bagi Mahasiswa  
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Dapat memberikan wawasan berpikir lebih luas dalam menganalisis 

permasalahan mengenai perjanjian jual beli Virtual property di 

Metaverse. 

c. Bagi Pemerintah 

Dapat memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah mengenai 

Kesahan perjanjian jual beli Virtual property di Metaverse. 

E. Ruang Lingkup  

Dalam Penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang diteliti agar 

pembahasan dapat terlaksana secara utuh dan tidak melenceng dari 

permasalahan pokok yang diteliti agar tidak meluasnya pembahasan masalah. 

Oleh karena itu, kajian mengenai topik ini hanya melihat bagaimana 

Kedudukan Hukum Objek Virtual property dalam Sistematika Hukum Benda 

di Indonesia dan Kesahan Perjanjian Jual Beli Virtual property di Metaverse 

yang menggunakan alat pembayaran cryptocurrency di Indonesia. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kebendaan 

Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu 

menjadi objek hak milik yang dikuasai. Dengan demikian, segala sesuatu 

yang memenuhi syarat sebagai kekayaan intelektual atau yang dapat 

dimiliki oleh seseorang, maka hukum mendefinisikan sebagai benda.15 

Selain itu, P.N.H. Simanjuntak memberikan penjelasan tentang benda. 

 
15 Titik Triwulan Tutik, Op.cit., hlm. 143. 
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Dalam bahasa ilmu hukum, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi 

objek hukum, termasuk barang yang dapat dimiliki dan hak setiap orang 

yang dilindungi oleh hukum.16 

Berdasarkan definisi tersebut maka unsur benda, yakni:  

a. Sebuah Barang atau Suatu Hak 

b. Bisa Dimiliki 

Burgerlijk Wetboek (BW), yang mengatur sistem hukum perdata Barat, 

mengklasifikasikan benda-benda dengan cara berikut: 

a. Benda bergerak dan tidak bergerak. 

b. Benda berwujud dan benda tidak berwujud 

c. Benda yang dapat dipertukarkan dan benda yang tidak dapat 

dipertukarkan. 

d. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. 

e. Benda yang dapat diperjual belikan dan benda yang tidak dapat diperjual 

belikan.17 

Setiap benda harus dihubungkan dengan hak milik, sesuai dengan 

pengertian benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada 

Pasal 499. Hak milik adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu 

benda.  

 
16 P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 

2017, hlm. 176. 
17 Titik Triwulan Tutik, Op.cit., hlm. 146. 
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Maka benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai atau dijadikan 

sebagai barang milik. Setiap benda harus dihubungkan dengan hak milik, 

sesuai dengan pengertian benda dalam KUHPerdata. Teori Kebendaan 

dalam penelitian ini berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, 

yaitu meneliti Kedudukan Hukum Objek Virtual property dalam 

Sistematika Hukum Benda di Indonesia. 

2. Teori Perjanjian  

Menurut KUHPerdata Pasal 1313, “Perjanjian adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya pada 

orang atau lebih itu.” Definisi perjanjian ini dipandang terlalu luas dan tidak 

lengkap, yang merupakan salah satu kelemahannya. Definisi ini dirasa 

kurang memadai karena hanya menggunakan kata “tindakan” tanpa 

mendefinisikan apa itu perbuatan. Kata-kata “perbuatan hukum” juga tidak 

ada. Akibatnya, istilah tersebut tampak terlalu luas dan mencakup perilaku 

terlarang. Karena kedua belah pihak harus mengikatkan diri satu sama lain, 

maka dapat dipahami bahwa istilah “yang dengannya satu orang atau lebih 

mengikatkan diri pada satu orang atau lebih” hanya mengacu pada 

perjanjian sepihak.  

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu perbuatan atau peristiwa 

yang didalamnya dua orang berjanji satu sama lain untuk melaksanakan 

suatu hal tertentu.”18 Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap yang 

 
18 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 23, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1. 
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dimaksud dengan “perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang 

menyangkut hukum harta benda antara dua orang atau lebih yang 

mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.”19 Oleh 

karena itu, timbul suatu hubungan baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

disebut dengan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Oleh karena itu, 

perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mana salah satu pihak 

atau lebih mengikatkan diri pada pihak atau pihak lain dan kedua belah 

pihak saling mengikatkan diri satu sama lain. 

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus mempunyai empat 

syarat agar sah, yaitu:  

1. Adanya Kesepakatan. 

2. Cakap hukum untuk membuat perjanjian. 

3. Objek tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Karena berkaitan dengan orang atau subjek yang mengadakan 

perjanjian, maka syarat satu dan dua disebut syarat subjektif. Syarat ketiga 

dan syarat keempat disebut syarat objektif karena berkaitan dengan tujuan 

dibuatnya perjanjian (perbuatan hukum). Jika suatu perjanjian tidak 

memenuhi standar subjektif, maka dapat dibatalkan. Suatu perjanjian tidak 

sah secara hukum jika tidak memenuhi standar objektif tertentu.  

 
19 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6. 
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Maka perjanjian merupakan suatu kontrak yang menetapkan hubungan 

hukum antara dua pihak berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu 

kesepakatan sukarela untuk melakukan suatu tindakan hukum demi 

keuntungan bersama di antara semua pihak. Teori Perjanjian ini digunakan 

untuk mengetahui bagaimana Kesahan Perjanjian Jual Beli Virtual property 

di Metaverse yang menggunakan alat pembayaran cryptocurrency di 

Indonesia. 

3. Teori Virtual Property 

Dunia yang tercipta dari interkoneksi jaringan komputer dikenal sebagai 

dunia maya atau dunia siber. Dunia Siber bukan merupakan ruang khayalan 

atau imajinasi. Ketika seseorang melanggar hukum di dunia maya, mereka 

akan benar-benar menghadapi konsekuensi dan hukuman nyata atas 

tindakan tersebut. Pada zaman ini, pengguna internet atau netizen 

menggunakan dunia maya sebagai dunia kedua untuk melakukan berbagai 

aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Aktivitas dunia maya dapat 

digolongkan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sebenarnya, 

meskipun bersifat virtual.20 

Definisi secara khusus mengenai virtual property belum ada yang 

menjabarkannya secara yuridis, Namun berdasarkan Pasal 1 angka 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik, virtual property dapat digolongkan sebagai barang 

 
20 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Refika 

Aditama, Bandung, 2004, hlm. 3. 
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digital yang merupakan benda tidak berwujud, hasil dari suatu ide atau 

pemikiran manusia yang dikembangkan dengan menggunakan kecerdasan 

buatan Artificial Intelligence dan hanya ada di dunia maya. Ahli hukum 

memberikan pendapat mengenai virtual property. Menurut Joshua A. T. 

Fairfield, Virtual property adalah kode yang dibuat di dunia siber dengan 

memanfaatkan sistem komputer dan internet dan diberlakukan secara sama 

dengan barang-barang di dunia nyata. Fairfield juga menjelaskan berbagai 

jenis Virtual property, termasuk akun media sosial, bank, ruang obrolan 

online, situs web, akun email, uniform resource locator (URL) dan item-

item pada game online.  

Virtual property dianggap memiliki tujuan yang sama dengan barang 

fisik, namun, penerapannya terbatas pada ranah virtual. Gamers atau 

pemain game online sering memanfaatkan situs web jual beli dunia nyata 

seperti eBay untuk memperjualbelikan virtual property. Virtual property 

tidak memiliki wujud fisik. Walaupun tidak memiliki wujud, virtual 

property banyak dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari dan 

memperlakukannya seperti barang-barang yang memiliki wujud di dunia 

nyata, dan memiliki nilai ekonomis.  

Dunia siber merupakan satu-satunya lingkungan virtual tempat virtual 

property dapat digunakan. Karena Virtual property merupakan objek yang 

hanya ada di dunia siber, maka Virtual property hanya dapat digunakan dan 

dioperasikan di wilayah tersebut. Meskipun keberadaannya tidak nyata, 

virtual property tetap dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan 
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manusia. Efek-efek ini memengaruhi faktor-faktor yang bersifat sosial, 

ekonomi, dan bahkan budaya.  

Maka bisa dikatakan bahwa virtual property adalah kode komputer yang 

dibuat dengan meniru benda-benda di dunia nyata dan didasarkan pada 

rumus algoritmik. Teori ini digunakan untuk menjelaskan mengenai virtual 

property.21 

G. Metode Penelitian 

Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1.  Jenis Penelitian 

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk 

meneliti dan menganalisis data-data hukum seperti norma, peraturan, asas 

hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur lainnya 

untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, studi 

dokumen yang menggunakan sumber materi hukum seperti undang-undang, 

peraturan, perjanjian, putusan atau keputusan pengadilan, teori hukum, 

 
21 Anastasya Putri Salsabilla, Muhammad Faiz Mufidi, dan Rimba Supriatna; Aspek 

Hukum Kebendaan Virtual Property dalam Real Money Trading Ditinjau dari Buku II KUHPerdata 

dan Akibat Hukumnya terhadap Para Pihak, dikutip dari Virtual Property; Joshua A.T. Fairfield, BUL 

Rev., Vol. 85, 2005, hlm. 1052. 
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doktrin, atau pendapat ahli merupakan format khas penelitian hukum 

normatif.22 

2.  Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan  

Pendekatan Perundang–undangan merupakan pendekatan yang 

menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis isu 

hukum yang diteliti23 yaitu Pendekatan yang menelaah Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan 

Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

b. Pendekatan Konseptual  

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Konseptual 

didasarkan pada teori dan sudut pandang yang muncul dan berkembang 

dari ilmu hukum.24 Berdasarkan Pandangan dan doktrin inilah yang 

 
22 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 

47-48. 
23 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 34. 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Legal Search), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 

hlm. 28. 
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mendukung dan menjelaskan konsep dengan menggunakan definisi dan 

prinsip hukum yang dianggap relevan dengan permasalahan yang 

dihadapi. 

c. Pendekatan Analisis 

Pendekatan Analisis terhadap bahan hukum yakni untuk memahami 

makna yang terdapat pada istilah–istilah dalam peraturan perundang-

undangan secara konseptual, serta penerapan praktis dan Putusan-

putusan hukum.25 Peneliti mendasarkan argumen hukumnya pada 

asumsi linguistik untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian. 

3.  Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan - bahan hukum yang bersifat 

mengikat,26 antara lain bersumber dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

 
25 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media 

Publishing, Malang, 2008, hlm. 256-257. 
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 31. 
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4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik  

5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui 

Sistem Elektronik 

7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset 

Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka 

8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban 

Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang 

Elektronik 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan 

dapat membantu pemahaman dan analisis bahan hukum primer, meliputi:27 

hasil karya para ahli berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal. Pendapat 

ahli, dan makalah. 

 

 

 
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 

2013, hlm. 202. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer 

dan sekunder,28 yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, 

dan juga ensiklopedia hukum. 

4.   Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui studi 

kepustakaan, studi kepustakaan ialah mengumpulkan bahan hukum untuk 

kajian pustaka atau penelitian kepustakaan meliputi pencarian, 

pengumpulan, dan analisis hasil penelitian, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, 

peraturan perundang-undangan, dan penelusuran situs web yang terkait 

dengan topik penelitian. Setelah terkumpul, bahan hukum tersebut dikaji 

(editing), diberi tanda (coding), disusun (reconstructing), dan 

diorganisasikan (systematizing) sesuai dengan urutan pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan.29 

5.  Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan 

metode preskriptif, yaitu interpretasi data dari dokumen hukum yang 

dikumpulkan dan kemudian disusun secara sistematis. Preskriptif adalah 

penggabungan pengetahuan dari analisis sebelumnya untuk memperoleh 

saran-saran dalam mengatasi permasalahan. Peneliti dapat memberikan 

 
28 Muhaimin, Loc.cit. 
29 Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit. 
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argumentasi terhadap masalah yang akan dibahas dengan penyajian 

dokumen hukum yang tepat yang diperoleh dari temuan penelitian.30 

6.   Metode Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini yakni secara deduktif, 

yaitu penalaran mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum dalam 

pemecahan masalah dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai 

dengan inti permasalahan tersebut.31 Dalam penelitian ini membahas secara 

khusus mengenai Kedudukan Hukum Objek Virtual property dalam 

Sistematika Hukum Benda di Indonesia dan Kesahan Perjanjian Jual Beli 

Virtual property di Metaverse yang menggunakan alat pembayaran 

cryptocurrency di Indonesia. Maka peneliti berfokus pada inti permasalahan 

yang diteliti agar pembahasan dapat terlaksana secara utuh dan tidak 

melenceng dari permasalahan pokok yang diteliti agar tidak meluasnya 

pembahasan masalah. 

 
30 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum, 

Kabupaten Sukoharjo, 2020, Oase Pustaka, hlm. 94. 
31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 194. 
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